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Pelabelan suatu produk adalah hak konsmen. Momurnera mernpunyai 
ITak Untuk Tahu a h  f a b - f a h  secara pen& atas barang atau produk yang 
dia akan beli. i Jenis infomasi yang ingin diketahui akan berbeda 
antara satu ko konsurnen lain. Ada yang ingm tabu kandmgapl 
produk itu, a& yang perlu cara- mengoperasih prod& tersebut, a& p d a  ymg 
ingin tahu bilamana produk itu tak boleh digunakan lagi $st. Cara pelabelm 

-beda. Ada yang d i m t u  langsmg pa& kernasan prod& itu 
, obat-obatan) a& pula dengm cara lain seperti peIabelm mobil, 

lemari pendingn, rumah dan sebagainya. 
Menuput Iiick-s (1974), pen label pa& prduk  di Amenka 

atu revolusi sosiaI yang unik. Revolusi ini ti& menyebabkan 
berarti bag pemerintah c h i  bahkan bagi sebagian besar tidak 
. Seimjutnya ia menyebutkan bahwa revolusi itu berkembang 

a suatu regulasi yang mengatur barang kqerluan konsurnen. 
Pa& akhr tahun 1972 pemerintah h e r i k a  mengeluarkan Undang-UndGg 
Keamanan Produk Konsumen ( C o n s u m  &oduct Safw Act) clan diianjutkan 
dengan undang-undang lain yang mengatur secara lebih khusus atas berbagai 
produk yang akan digunakan masyarakat. Penggunaan kekuasaan pernerintah 
untuk mengatur (to reg~late) barang konsmsi di negara liberal inilah yang 
disebutkan sebagai suatu revolusi. Anehnya pengaturan itu tidak rnenyebabkan 
timbulnya kelompok-kelompok penentang, atau sangat sedikit sekali sehngga 
tidak berarti, baik dan kalangan industrialis atau pabela-pembela hak lainnya. 
Hal ini terjadi sebagan karena d a m p a k a  belum dimengerti dengan jelas dan 
sebagian lain aturan itu dilakukan dengan langkah-Ian@ yang hati-hati. 
Penerapan aturan tersebut dilakukan perlahan-lahan dan dimulai dengan 
hmbauan-hrnbauan dan be lm dengan pelahanam sanksi yang berat. 

Kalau hta perha t ih  pada waktu ini, kebutuhm infomasi bag  
konsumen mahn lama makin banyak. Selain itu temyata ada produsen yang 
mmcantumkan infomasinya pada label itu secara berlebihan. Banyak infomasi 



tidak & p e M k a n  oleh konsumen, baik karma tidak 
rodusen yang sengaja 

suatu infomasi yang usahanya. Dan 
utuhm kmsmen yang m agar produk yang 

atan yang menygih Salah satunya 

Tulisan ini a h  menguraikan inf~nnasl rnacarn apa yang selayaknya 
dqelaskm kepada kommen yang ma&en&h prod& kayu hutan Indonesia 
tergolmg pa& produk yang tidak m e e k a n  t i n e m  dipandan8 dari proses 

P d i p  kelestahian k s i l  su& & k d  orang beberapa abad yang lalu. 
prinsip itu sudah di di hdonmia sejak abad ke - 18 pada 
VOC mulai uk untuk mertaburkan benih jati pada 

tempat-ternpd kosong. Seabad yang lalu para rimbawan dan industrialis di 
h e r i k a  bahu-menzbahu men~anmgkan Prinsip Kelestarian Tlasil (Sastained 
Yield &imctIe) itu. Walaupun prinsip ini pada awalnya berbau komersial, 
yakni rnernbantu pa& pernilik pabrik kertas untuk memperoleh pasokan bahan 
baku yang berkelanjutan dengan cara menanam kembali hutan 
die+foitasi, temyata prinsip ini marnpu mernperbaiki kemsakan lin 

kan oleh tidak behgs inya  h . Kampanye kdestatlan 
den@ gg& sebagi fawan t e h k  eksploitasi yang 

bersernboyan : Cut out and Gep oud yang berlaku pa& saat itu. 
Pnnsip kelestarian hasil &pat disebut sebagai tong& pemrna yang 

k g  dalam mengelola . Sampai sehra~lg pnnsip tersebut masill 
t@ oleh para r i d a m  &lam kegiatan pernanenan kayu. Atas 

ip ters&ut telah dikembmgkan berbagai t e h k  pengambilan hasil 
h y u  yang intinya : kayu yang dipanen adalah sebanyak kmampuan kawasan 
itu berproduksi kernbali atau dalam bahasa kehutanan, pemanenan kayu 
sebanyak riapnya. Bmyaknya kayu yang ditebang s e m i  dengan jatah 
tebangnya, kemudian areal tersebut a h  d i - b ~  kembali baik secara alami 
atau buat;nn untuk kemudim pa& saatnya dapat dipanen kembali. Begitu 
setemsnya secara beManjutan. Urrtuk keperluan a n m ,  banyak ragam 
t e b k  pen&pan jatah teb&g atau etat yang digwa selama ini. Di hutan 
alam a& maam-macam teori dan m w a n  yang d n walaupm yang 
berlah resmi di hdonesi lah rurnusan ja& tebang yang diterrtukan dalam 
pengelolam h W  sistm 

Tonggak penting kedua yang menladi pegangan pagelola hutan adalah 
rumusan yang dicetuskan dalam Kongres Mehutanm se-dunia di Seattle, 
Anterika Serikat pa& t&un 1960-an. Rumusan itu mayebutkan bahwa lahan 



hutan itu serbaguna (Mu&"'ple use ofForest b a d ) .  Jadi pa& saat yang sama --- 
itu adalah (I) pen&asil non-kayu laimya (wood), 

adalah (2) pengatur tata air ) pelindung hidupan liar 
(mldlqe), (4) smber  pakan rage) dan untuk (5) arena virisata 
(Recreation). Konsep ini meleta dasar bagi pemanen agar kegiatan 
mm&asilan kayu juga perlu meqertirnbangkan keperluan 1 
manfaat lain yang tidak kalah pentingnya. Kayu yang diambil a 

rencana penyaradan dan p m b  vvilayah serta proses 

byati. Pekerjaan pmbukaan 
bentang alam dan pengabran 

Jakarta tahun 1978. Rmusan yang majadi tonggak itu adalah : Hutan untuk 
Kesejhtraan lMasyarakat (Forest fir . Rumusan ini mele tabn  
dasar bagi para rirnbawan bahwa hasi yang dipanen adalah untuk 
kepentingan umat manusia d m  b u h  kegiatan yang akan merugikan umat 
manusia sekarang rnaupun yang akan &tang. Sekarang terbukti, manfaat hutan 
itu b u b  hanya a h  diniktnati ol& masyarakat lokal dan regional, akan t&pi 
sudah diperlukarn oleh rnasyarakat s e r a  global. 

Atas dasar satu prinsip (kekekalan hasil), dua konsep (h 
guna dan hutan hurtuk kesejahter lah rimbawan mengeloia hutan dan 
teknik-teknik pemanenan yang dila isesuaikan dengan itu. S e k a r a  ada 
keingnan agar kegiatan tersebut benar-bar  dilaksanakan dan diinlfomasikan 
&lam bentuk label yang bisa dipercaya of& konsmen. Ini berkmbang dari 
berbagai pertemuan dan mmusan-nunusan yang dihasilkan, seperti ITTO, 
KTT Bun% dan sebagainya. 

W11 &lam 
m a g u s a h a h  hutamya adalah kegiatan pemanenan, pernuliihan tegakan dan 
pengembangan nnasyaraakat sekihr hutan (bim desa hubn). h y a  kegiatan 

surnberbyanya pa& p 



Kegiatan lain dinomor-seki dan apabila tidak terpaksa (karma ada sanksi) 
tidak dilahmakan. Cara pikir dan cara tindak seperti itu menimbulkan akibat- 
akibat yang sekarang terasa orang. Pekerjaa~l pernulihm dianggap 
tidak pernah dilakukan dan i mernbaymg para pengedar kayu 
global. 

Dari berbaga i -be  kiteria dan indikator yang ingm dimmuskan untuk 
mengsi ekolabel atas kayu dan produk hutan, pada dasamya kfomasi yang 
diperlukan itu mtara la mi menJaga keanekaraga hayati, mmjaga 
P a U  kualitas air, udara serta menjaga p dupan masyara- 
kat, dsb. Dari kermgk;a pemanenan, infomasi itu &pat disaqaikan karena 
sejak rencana, pelahmaan dan pengendalian kegiatan serta evaluasinya-dapat 
diperiihatkan secara transparan. Untuk itu diperlukan kesarnaan persepsi dan 
pmdapat tentang Imgkah tindak pemanmm hutan. 

Sebagaimana diketahui, p a m a a n  kayu adalah seran&kaian tindakan - 
yang meliputi perencanam, pelahanam dm pengendalian tnageluarkak kayu 
dari pohon berdiri di hutan sampai menJa& b a m g  yang dapat dimanfaatkan di 
ternpat penimbunan di luar hutan. Dmgan pengertim ini nyatalah bahwa 
pemmmm maerapkan fungi-fungi majemen mtuk manproduksi kayu b a s  
keperluan industri dan pengolahan lairmya. Dengan mengacu pa& ketiga tong- 
gak diseb di atas, dapat dikatakan tujuan utama ymg ingun dicapai dari 
rnanjemen pemanenan kayu adalah (1) memaksimalkan nilai-nilai kayu, (2) 
mengoptimalkan pasokan pa& industn (3) m mutu sumber daya 
mawsia d m  (4) mengembangkm pembangunm ekonoTni r ~ o n a I .  

Rumusan tujuan sqeterti ini sulit dijumpai &lam laporan atau pedornan 
kerja IIPH, Banyak pernegang WEI mencantumkan dengan jelas bahwa tujuan 
usahmya adatah menghasilkan untung. Padahai Dmcker (1978) menyebutkan 
bahwa tujuan suatu perusaham sehamnya adalah mencari pelanggan. Untuk 
rnendapath pel , tartu saja konsuma hams dipuaskan sesuai dengan 
keperluannya. Bila kita mengacu pa& pendapat Motler (1991) dengan mag-  
gunakan kaedah pemasaran sosial, maka tujmn usaha di bidang kehutanan itu 
hendaknya rnenyeimbangkan antara ( I )  laba perusaham, (2) pernuasan ke- 
ingnan dan kebutuhan konsumen secara berkesinarnbmgan, dan (3) penjagaan 
kepentihgan masyarakat lokal, regional, nasional dan global. 

Bila tujuan pemanenan sudah definitif ditetapkan, maka lat~gkah 
benkutnya adalah menyusun rencana operasional untuk mencapai tuj uan 
tersebut. Biasanya akan dilakukan (I) penetapan macam kegatan yang aka11 
dikerjakan, (2) mengatur alokasi semua surnber daya yang dirmlih, (3) rnene- 
laah semua tahap kegiatan, (4) menga1okasikan surnber daya pada tiap tahap 
kegatan, ( 5 )  rnenaksir lamanya tiap pekejaan yang a h  disefesaikan, (6) 
menentukan dimulainya tiap pekerjaan dm (7) menentukan kapan pekerjaan- 
pekeqaan tersebut hams selesai. KetuJuh langkah dasar perencanaan tersebut 
harus dipaharni sesuai dengan yang dikehadah, sehingga setiap tahap 



pemanenan hams dipantau, dlawasi dan dikendalikm dengan seksarna. Dengan 
dikenalinya proses penpsman  operasi pemaneslan tersebut, akan &pat 
dilakuhn pelaakan kembali proses yang perlu perbaikan. Perhatian terbesar 
untuk pelabelan itu adalah kegiatan tahap ke satu, yakni penentuan macam 
kegiatan yang akan berlangsmg &lam proses p d m  tahap 3 pen* 
laahan kerja masing-masing langkah pemanenan kayu. 

Sebenamya banyak kalangan yang berkepentingan atas kegatan 
pemanman. Pertarna para industrialis dan pengolah kayu bulat l a i n n p y a  
temasuk pengajin kayu. Mereka berkepdngan atas ketersediaan pasokan 
kayu mtuk kelangsmgan industrinya. Hasil dari industri inilak yang kernudian 
akan beredar di kmsurnen a h r .  Para industrialis h a m  pandai-pmdai 
rnernba~a keb kmsumen al$li ' . yang sering b e r m t i  selera. 
Kemampuamya mtuk m e n g d u i  keb konswen dan memhlaskamya 
a u k  berbagai a pasar $an segmen pasar itulah yang akan m e n e n t u b  
Izidup rnatinya i kayu yang kemudian sedikit banyak b e r p e n m d  pada 
besar kecilnya panen kayu di h Sekarang kmsurnen k a p  hdonesia sudah 
rnengglobal. P e n p a d  global ni telah dirasakan pula oleh para pernanen 
kayu ( b a a  IIPri). 

Kelompok kedua yang rnempengaruhi pemmenan kayu adalah kalangan 
aparatur p e m e ~ t a h .  Dengan aturan dan undang-undang yang a& pemerintah 
berusaha agar keggatan pemanenan ini dilakukan dengan cara yang tertib dan 
tidak men keselamatan umum. Tindakan ini sesuai dengan peran utama 
pernerintah untuk men_laga ketertiban umum. Pada waktu ini ada sederet aturan, 
pdornan, anjuran, larangan dan hambatan yang dibuat pmerintah dalam ran& 
rnenjaga agar k q a t a n  pemanenan memenuhi prinsip dan konsep pengelolaan 
hutan seperti d i s e b u t k  di atas. 

Kelompok ketiga yang j u g  berkepentingan atas kegiatan pernanenan 
kayu adalah pemerhati lingkungan. Dengan bekal pengetahurn, pengalaman dan 
kelilmuan yang mereka miliki, para pemerhati li~~gkungan ini mengamati semua 
gerak dan langkah pemanen. Semua efek dan dampak linpkungan yang terjadi 
mereka soroti dengan cermat. 

Apapun yang dGadikan tujuan usaha WI-I itu dan macam tekanan dari 
ketiga kelo~npok kalangan yang disebutkan di atas, satu ha1 yang dapat kita 
irrformasikan bahwa produk hasil panen itu dapat diidentifikasi asal-usulnya, 
proses pemanenannya, tingkat efisiensi dan kerusakan yang terjadi serta proses 
pemulihan yang dilaksanakm. Dengan mengenali proses pemanetlan ini akan 
dapat dinilai tingkat keh?jauan produk ini dalam deretan proses produksi 
sumberdaya alam yang dapat diperbahami. Untuk itu ada lima jarninan yang 
perlu digunakan sebagai landasan pelabelan produk kayu : 
a. Kepastian ditaatinya jatah tebang hutan lestari 
b. Kepastian pulihnya twtjtkan secara alarni atau dengan bantuan pemudaan 

alam atau buatan 



c. Kepastian terpeliharanya kanekaragaman hayaQ 
d. Kepastian terpeliharmya kualitas air, dan udara 
e. Kepastian terpeliharmya peri kehidupan dan budagra masyarakat seternpat 

Pokok-pokok infomasi yang perlu &labelkan pada prod& hasil hutan 
berupa byu .  sebagai produk hijau Cgreen product), adalah : 

1 Tiap batang diberi nornor atau tanda-tanda lain yang dapat d iwakan  
urrtuk m e l a d  kernbali dari petak, anak petak atau blok tebang rnana 
kayu ~ t u  berasal. 

2. Ada catatan rutin tentang potensi tiap satuan unit h ~ n  (petak, anak 
petak, blok &b.) 

3 Terpdiharanya catatan letak petak, anak petak dan blok tebangm dl 
setiap lokasi kawasan hutan 

B. Proses Pemmenan, t Efisiemi atan Kerns 

1. Adanya rnetode yang sahih &tam menetapkan jatah tebang yang 
d igunah .  

2. Adanya rnetode yang s&h &lam penetapan telcnik penebangan (tehik 
hon dan mernbagi batang), tehik pembuatan jalan sarad, 
dan bangunan hutan laimya. 

r ebploitasi (perbandingan antara produksi dengall 
potensi tegakan) sebagai pencerrninan jatah tebang dan tingkat efisiensi 
pernanenan pa& tiap periode pernanenan. 

4. Tercabtnya indeks tebangan @erban&nm antara kayu yang siap 
b a r a d  dengan potensi asalnya) sebagai penerminan limbah dan 
efisimsi pen&angan kayu. 

5. Tercatatnya secara rutin indeks kerusakan tegakan yang disebabkan oleh 
kwatan pernebangan, pmyaradan, dan p 

6. Tercatatnya secara mtin indeks keanekaragarnan hayati (perbandingan 
antara j d a h  jeflls sesudah dm sebelum areal itu ditebang). 

7 Adanya catatan rutin tmtang perkembangan pertumbuhan dan t e h k  
pmelihraan dm pengamanan jenis turnbhan dan havan langka dan 
unik, yang dilindung atau yang tak dikenal dalam kawasan peak tebang. 

8. Adanya catatan rutin perkembangan riset keanekaragaman hayati . 



C. Proses P e m a a n  Kawasan 

1. Adanya metode yang dapat dipertanggungawabkan yang menyangkut 
tekruk pemudaan atau peremajaan kawasan. 

2. Adanya catatan penting tentang perkembangan tumbuh pemudaan yang 
akan menceminkan pemulihan kawasan. 

1 Adanya metodolog yang sahh atas perlakuan pemulihan kondisi tanah 
dan pengaturan tata air. 

2. Adanya catatan rutin tentang perkembangan kualitas tanah bekas jalan 
sarad sebagai pencerrninan pemulihan kondisi bekas jalan sarad. 

3 .  itdanya catatan rutin tentang sdmentasi sebagai pence 
kualitas jalan, tepi sungai dan wilayah perairan laimya. 

4. Adanya catatan rutin tentang pembangunan sumur resapan, perbaikan 
saluran drainage dan t e h k  pengendalian air lainnya. 

1 .  Adanya metodolog yang sahh tentang perlakuan terhadap pen 
kehidupan dan budaya setempat. 

2. Adanya catatan rutin perkembangan tumbuh kesejahteraan masyarakat 
binaan HPH. 

3. Adanya catatan rutin tentang penyanipaian teknolog tepat guna kepada 
masyarakat sekrtar kawasan. 

Pemasangan label pada produk kayu dan hasil hutan hams didasarkan 
pada mdang-~u~dang Indonesia. B e t u  pula macam infomasi minimal yang 
hams disebutkan hams didasarkan pada undang-undang yang Wlusus dibuat 
ulntuk itu. Bila ada pengaduan tentang penlalsuan atau ketidakcocokan antara 
label dmgan kenyataan perusahaan dapat dihukurn bila terbukti. Diharapkan 
konsurnen aktif rnenjadi pengawas peredaran kayu berlabel. 

Pelaksanaan pelabelan atas produk kayu dilakukan setelah para 
per~gusaha dan masyarakat terkondisi densan baik. Pada awalnya pelabelan 
masih dalam bentuk himbauan untuk kemudian rnenggunakan umsur kewajiban 
sebagaimana yang perlu ditetap kan dalaln undang-tmdang. 
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